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Abstract: The integration of advanced technology into land governance is a crucial step towards 
realizing sustainable development in the Society 5.0 era, while also addressing the challenges of 
agrarian conflict, urbanization, and climate change. This study explores the potential use of advanced 
technology to support more efficient, transparent, and inclusive land governance. The methods used 
were integrative bibliometrics and a systematic literature review of international publications indexed 
by Scopus for the period 2019–2025. The analysis was conducted to identify global trends, 
opportunities, and challenges in implementing technology in the land sector. The results indicate that 
technologies such as artificial intelligence, the Internet of Things, blockchain, and geospatial solutions 
have a strategic role. Artificial intelligence and IoT support real-time land monitoring, while blockchain 
enhances the security and transparency of land records. This combination of technologies has the 
potential to reduce conflict, strengthen spatial planning, and support disaster risk mitigation. This 
study offers a contextualized Society 5.0 framework for Indonesia, along with strategic 
recommendations such as strengthening digital infrastructure and public-private partnerships and 
adopting inclusive technology based on the SDGs.  

Keywords: Society 5.0, Land Governance, Sustainable Development, Advanced Technology 
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Abstrak: Integrasi teknologi canggih dalam tata kelola pertanahan menjadi langkah penting untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di era Society 5.0, sekaligus menjawab tantangan konflik 
agraria, urbanisasi, dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi potensi 
pemanfaatan teknologi maju dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih efisien, transparan, 
dan inklusif. Metode yang digunakan adalah bibliometrik integratif dan tinjauan literatur sistematis 
terhadap publikasi internasional yang terindeks Scopus pada periode 2019–2025. Analisis dilakukan 
untuk mengidentifikasi tren global, peluang, serta tantangan penerapan teknologi dalam sektor 
pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of 
Things, blockchain, dan solusi geospasial memiliki peran strategis. Kecerdasan buatan dan IoT 
mendukung pemantauan lahan secara real-time, sementara blockchain meningkatkan keamanan dan 
transparansi pencatatan tanah. Kombinasi teknologi ini berpotensi mengurangi konflik, memperkuat 
perencanaan tata ruang, serta mendukung mitigasi risiko bencana. Penelitian ini menawarkan 
kerangka kerja Society 5.0 yang kontekstual bagi Indonesia, disertai rekomendasi strategis seperti 
penguatan infrastruktur digital, kemitraan publik-swasta, dan adopsi teknologi inklusif berbasis SDGs. 

Kata kunci: Society 5.0, Tata Kelola Pertanahan, Pembangunan Berkelanjutan, Teknologi Maju 
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Pendahuluan 

Pertanahan Nasional memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, 

seperti yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya berada di bawah kewenangan negara dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Landasan hukum terkait bidang pertanahan 

dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu UU No. 5 Tahun 1960. Tanah 

memiliki fungsi utama sebagai sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup 

sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPA (Nurdin, 2018). Pengelolaan tanah 

yang optimal dapat mengurangi konflik kepemilikan, sengketa lahan, serta potensi gejolak 

sosial (Sulistio, 2020). Dengan demikian, kebijakan yang adil dan pengelolaan yang efektif di 

bidang pertanahan menjadi aspek penting dalam mendukung kesejahteraan dan pemerataan 

keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai aset vital bagi kesejahteraan 

masyarakat, tanah memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan.  

Pengelolaan pertanahan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, yang 

kerap memicu sengketa dan konflik. Masalah ini tidak hanya muncul akibat regulasi yang 

saling tumpang tindih, tetapi juga dari sistem penguasaan tanah yang unik serta lemahnya 

koordinasi antar lembaga pemerintah (Anastasia et al., 2024a). Konflik agraria di Indonesia 

mengalami peningkatan signifikan, dari 207 kasus pada tahun 2021 menjadi 2.012 kasus pada 

tahun 2022, meskipun menurun menjadi 241 kasus pada tahun 2023 (Konsorsium Pembaruan 

Agraria, 2024). Sistem penguasaan tanah terbagi dalam dua rezim: kawasan hutan yang 

diawasi KLHK dan areal penggunaan lain yang dikelola ATR/BPN (Nurahmani, 2023). 

Pemisahan ini menciptakan birokrasi yang rumit, sehingga sering memperlambat 

penyelesaian sengketa tanah. Koordinasi antar lembaga pun lemah, karena minimnya 

kemauan untuk bekerja sama secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah 

memperkenalkan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024, yang 

bertujuan memperbaiki efisiensi tata kelola pertanahan dengan memperjelas struktur 

kelembagaan dan pembagian wewenang di BPN (Anastasia et al., 2024b). Digitalisasi juga 

menjadi prioritas guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pertanahan. 

Oleh karena itu, tata kelola pertanahan yang baik diperlukan untuk menciptakan keadilan, 

transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan lahan (Haris et al., 2024). Tata Kelola 

Pertanahan Nasional menjadi elemen strategis yang menjadi pilar utama dalam menjaga 

kedaulatan, keamanan, dan keutuhan agraria sebuah negara (Munziri et al., 2024). Dengan 

pengaturan yang terstruktur dan berkeadilan, tata kelola pertanahan dapat menjadi fondasi 

kuat bagi pembangunan nasional dan mengurangi potensi konflik di masa depan. 

Tata kelola pertanahan yang baik memiliki peran penting dalam mendukung 

tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pengelolaan tanah yang 

transparan, adil, dan inklusif memastikan akses yang merata terhadap lahan, terutama bagi 

kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan masyarakat adat (TPB 1, 2, dan 5) 

(Wang et al., 2024). Keamanan hak atas tanah mendorong pengurangan kemiskinan, 
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peningkatan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8) (Soria et al., 2020). Selain 

itu, tata kelola yang berkelanjutan membantu melindungi ekosistem darat, mencegah 

degradasi lahan, dan mendukung aksi iklim (TPB 13 dan 15) (Xu et al., 2022). Integrasi tata 

kelola yang efisien dalam sistem pertanahan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi 

konflik agraria, mendukung penciptaan kota yang inklusif dan berkelanjutan (TPB 11) 

(Lähtinen et al., 2024). Dengan demikian, tata kelola pertanahan yang efektif merupakan 

fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan 

sesuai kerangka SDGs. 

Saat ini Indonesia memasuki era Society 5.0 sebagai sebuah era masyarakat masa depan 

yang mengintegrasikan teknologi canggih untuk menciptakan kehidupan yang harmonis 

antara manusia dan teknologi (Fukuyama, 2018). Berbeda dari era sebelumnya, Society 5.0 

memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), robotika, dan big data untuk 

menghadirkan solusi yang berpusat pada manusia (Fontes et al., 2024). Teknologi ini 

diterapkan dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan 

keberlanjutan lingkungan, guna mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan 

kesenjangan sosial.  Integrasi teknologi Society 5.0 dalam tata kelola pertanahan dan agraria 

merupakan perubahan besar dalam menangani tantangan global melalui pendekatan yang 

berpusat pada manusia. Society 5.0 memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, dan big data 

untuk meningkatkan perencanaan penggunaan lahan, memastikan pemanfaatan lahan yang 

efisien, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Al-Ahmed & 

Ahamed, 2024; Chigbu & Hayford, 2024). Teknologi-teknologi ini juga mendukung pencapaian 

tujuan SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan 

iklim (Mayarni et al., 2023).Pendekatan yang berfokus pada manusia dalam Society 5.0 

bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola pertanahan dilakukan secara adil dan 

berkelanjutan, sehingga setiap pihak, termasuk petani kecil dan masyarakat adat, 

mendapatkan akses yang setara terhadap lahan (Sadiq et al., 2023). Keberhasilan Society 5.0 

dalam tata kelola pertanahan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, industri, 

dan masyarakat (Z.-Z. Dai et al., 2024). 

Integrasi prinsip Society 5.0 dalam tata kelola pertanahan mulai diwujudkan melalui 

berbagai program transformasi digital yang dipimpin Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Salah satu contoh nyata adalah program 

digitalisasi sertifikat tanah atau Sertipikat Elektronik, yang bertujuan meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan keamanan data pertanahan. Dengan pemanfaatan teknologi big data dan 

blockchain, pencatatan tanah dapat dilakukan secara lebih akurat dan sulit dipalsukan, 

sehingga meminimalkan potensi sengketa agraria. Selain itu, penerapan peta bidang tanah 

berbasis geospasial memungkinkan pemantauan pemanfaatan lahan secara real-time melalui 

integrasi IoT dan kecerdasan buatan. Upaya ini mendukung perencanaan tata ruang yang 

lebih adaptif terhadap risiko bencana maupun kebutuhan pembangunan berkelanjutan. 

Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa Society 5.0 tidak hanya menjadi konsep 
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abstrak, tetapi juga terwujud dalam kebijakan konkret untuk mewujudkan tata kelola tanah 

yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. 

Akan tetapi, negara berkembang mengalami ketersenjangan adopsi integrasi teknologi 

dalam tata kelola pertanahan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama, 

termasuk adopsi teknologi maju, kualitas kelembagaan, dan hambatan sosial-ekonomi. 

Meskipun negara berkembang mulai mengadopsi teknologi e-governance, adopsi tersebut 

sering terkendala oleh kurangnya pelatihan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai 

(Chhabra et al., 2020; Israel & Tiwari, 2011). Di sisi lain, faktor kualitas institusi, seperti tingkat 

korupsi dan penegakan hukum, juga berperan besar dalam memperlambat proses adopsi 

teknologi di sektor tata kelola pertanahan (Drine, 2012). Selain itu, kesenjangan digital yang 

signifikan antara negara maju dan berkembang menambah kesulitan dalam mengakses dan 

memanfaatkan teknologi canggih. Faktor budaya dan sosial, seperti resistensi terhadap 

perubahan dan kecemasan terhadap teknologi, juga menjadi hambatan (ElObeidy, 2010).  

Indonesia, dengan luas wilayah yang sangat besar dan keberagaman sosial serta geografisnya, 

menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan teknologi dalam tata kelola 

pertanahan. Untuk mencapai kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia harus 

mampu mengintegrasikan teknologi maju, seperti IoT, AI, dan big data, dalam pengelolaan 

pertanahan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga 

membantu mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal.  

Kajian mengenai integrasi teknologi dalam tata kelola pertanahan di negara maju dan 

berkembang menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan dan 

efektivitasnya.Di negara berkembang, adopsi teknologi seperti e-governance dan teknologi 

geospasial mulai meningkat, meskipun menghadapi tantangan infrastruktur dan kualitas 

kelembagaan. Misalnya, Pakistan kesulitan dalam investasi infrastruktur dan kemampuan 

institusional yang menghambat kemajuan e-governance, sementara China berhasil 

mengintegrasikan ICT untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan (Atique et al., 2024). Selain 

itu, penggunaan UAV di Rwanda untuk administrasi pertanahan menyoroti pentingnya tata 

kelola dan model partisipatif dalam adopsi teknologi (Casiano Flores et al., 2020).  Di negara 

maju, penggunaan teknologi geospasial seperti Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Building 

Information Modelling (BIM) untuk manajemen aset dan perencanaan infrastruktur sudah 

mapan, serta penerapan peta utilitas 3D di Singapura untuk perencanaan perkotaan (Van Son 

et al., 2018). Negara maju juga mengembangkan standar dan kerangka kerja yang matang, 

seperti Land Administration Domain Model (LADM) yang mendukung integrasi teknologi 

dalam sistem tata kelola pertanahan (Oukes et al., 2021).  

Belum ada kajian integratif yang secara khusus membahas penerapan konsep Society 

5.0 dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. Studi-studi sebelumnya memang telah 

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman integrasi teknologi dalam 

administrasi pertanahan, tetapi masih menyisakan sejumlah kesenjangan ilmiah yang 

memerlukan perhatian lebih lanjut. Pertama, meskipun teknologi seperti e-governance dan 

geospasial mulai diadopsi, kajian yang ada belum secara eksplisit menyoroti bagaimana 
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teknologi maju dalam kerangka Society 5.0—seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of 

Things (IoT), dan blockchain—dapat digunakan untuk mengatasi tantangan sekaligus 

menyediakan solusi yang berkelanjutan. Kedua, penelitian di Rwanda telah menekankan 

pentingnya model partisipatif dalam tata kelola pertanahan, tetapi hingga kini belum terdapat 

pendekatan integratif yang secara holistik menggabungkan teknologi canggih dengan tata 

kelola berbasis masyarakat. Ketiga, di negara maju, standar seperti Land Administration 

Domain Model (LADM) telah diterapkan secara mendalam dan strategis, sedangkan di negara 

berkembang adopsinya masih terbatas serta kerap tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. 

Kajian tentang bagaimana standar ini dapat dimodifikasi atau diadaptasi melalui pendekatan 

Society 5.0 juga belum tersedia. Terakhir, sebagian besar penelitian menitikberatkan pada 

aspek efisiensi dan efektivitas teknologi, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan 

pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Padahal, Society 5.0 dengan penekanan 

pada keseimbangan antara teknologi dan kesejahteraan manusia, memiliki potensi besar 

untuk menjembatani kesenjangan tersebut serta mendukung pencapaian SDGs secara 

komprehensif. 

Berdasarkan latar belakang dan ketersenjangan praktik-ilmiah yang terjadi, maka studi 

ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis potensi penerapan teknologi maju 

dalam kerangka Society 5.0 untuk meningkatkan tata kelola pertanahan nasional, khususnya 

di negara Indonesia, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan 

pendekatan integratif bibliometrik dan kajian literatur, studi ini akan mengidentifikasi tren 

global, peluang, serta tantangan dalam penerapan teknologi seperti AI, IoT, blockchain, dan 

teknologi geospasial di sektor pertanahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengembangkan kerangka kerja inovatif yang mengintegrasikan teknologi maju dengan 

pendekatan tata kelola partisipatif, guna mendukung efisiensi administratif sekaligus 

memastikan inklusivitas sosial dan keberlanjutan lingkungan.  

    

Metode Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian, studi ini memilih pendekatan kuantitatif integratif 

bibliometrik dan systematic literature review (SLR). Pemilihan kombinasi bibliometrik dan 

systematic literature review (SLR) didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh 

pemahaman komprehensif sekaligus objektif mengenai perkembangan penelitian terkait 

integrasi teknologi maju dalam tata kelola pertanahan. Pendekatan bibliometrik 

memungkinkan analisis kuantitatif terhadap tren, kolaborasi, dan pola penelitian global, 

sehingga meminimalkan bias subjektif. Sementara itu, SLR memperdalam analisis dengan 

menelaah secara kritis isi literatur yang relevan. Kombinasi keduanya relevan dengan tujuan 

Society 5.0 yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data, transparansi, serta 

inovasi berkelanjutan untuk mendukung tata kelola pertanahan yang inklusif dan adaptif. 

Analisis otomatis kuantitatif bibliometrik secara signifikan meningkatkan ketelitian 

analitis dan keandalan temuan dibandingkan dengan metode tradisional tinjauan literatur, 

yang sering kali didasarkan pada skema pra-kode atau analisis naratif dan meningkatkan risiko 
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bias peneliti (Haddow, 2018). Selain itu, analisis konten sebagai pemetaan SLR dilakukan 

dengan menyaring artikel untuk mengamati evolusi penelitian, pengembangan metodologi, 

dan kajian terbaru yang mendasar dalam isu integrasi teknologi maju dalam tata kelola 

pertanahan berkelanjutan era Society 5.0.  

Studi ini mengambil metadata literatur ilmiah pada database Scopus, yang merupakan 

sumber yang paling banyak diterima, bereputasi dan berisi ribuan publikasi ilmiah (Mongeon 

& Paul-Hus, 2016). Sebagai validasi waktu penarikan data terakhir, peneliti menarik metadata 

literatur pada tanggal 12 Januari 2025. Proses pencarian literatur dan penarikan metadata 

dilakukan berdasarkan topik (yaitu judul, abstrak, kata kunci penulis, dan kata kunci 

tambahan) pada Scopus dengan string pencarian berikut: 

(("Society 5.0" OR "Advanced Technology" OR "Industry 4.0" OR "Digital 
Transformation") AND ("Land Governance" OR "National Land Administration" OR "Land 

Management" OR "Land Use Policy") AND ("Sustainable Development" OR "SDGs" OR 
"Sustainability Goals")). 

Studi ini menetapkan kriteria yang mencakup: (1) artikel yang relevan dengan konsep 

Society 5.0, teknologi maju, dan tata kelola pertanahan dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan (SDGs); (2) artikel jurnal peer-reviewed, review articles, atau early access 

articles yang terindeks Scopus; (3) artikel dari bidang ilmu relevan seperti ilmu sosial, 

lingkungan, ekonomi, komputer, ilmu geosains atau teknik; (4) artikel dalam Bahasa Inggris 

untuk menjaga konsistensi analisis; (5) artikel yang diterbitkan dalam rentang waktu 2019–

2025 untuk mencakup penelitian terkini; serta (6) jurnal dengan reputasi baik (indeks Q1–

Q3). Kriteria ini bertujuan memastikan kualitas dan relevansi literatur yang dianalisis. Proses 

penyaringan artikel menggunakan kerangka kerja PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) dilakukan secara bertahap (Page et al., 2022; 

Rethlefsen & Page, 2022). Dimulai dari hasil pencarian awal menggunakan Boolean String, 

artikel yang duplikat dihapus. Selanjutnya, tahap penyaringan dilakukan dengan membaca 

judul dan abstrak untuk menilai relevansi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusif. Artikel 

yang memenuhi syarat dilanjutkan ke tahap evaluasi teks penuh untuk memastikan 

kesesuaian dengan tujuan penelitian. Setelah itu, artikel yang tidak relevan atau tidak 

memenuhi kriteria dieliminasi. Hasil akhir proses PRISMA adalah kumpulan artikel yang valid, 

berkualitas, dan relevan untuk dianalisis secara bibliometrik dan systematic literature review. 
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Gambar 1. Proses Penyaringan PRISMA 

Berdasarkan hasil penyaringan PRISMA pada gambar 1, proses penyaringan literatur 

dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap identifikasi, pencarian awal di Scopus 

menghasilkan 2.522 artikel. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, 

seperti bidang studi (ekonomi, teknik, ilmu sosial, dsb.), jenis dokumen (artikel jurnal), 

tahapan publikasi (final), jenis sumber (jurnal), bahasa (Inggris), dan rentang tahun (2019–

2025), sebanyak 1.337 artikel lolos ke tahap berikutnya, sementara 1.215 artikel dikeluarkan. 

Pada tahap penyaringan konten, 941 artikel dinilai lebih lanjut melalui tinjauan judul dan 

abstrak. Sebanyak 58 artikel tidak relevan dikeluarkan, menghasilkan 852 artikel yang ditelaah 

penuh pada tahap berikutnya. Artikel-artikel ini menjadi dasar analisis konten untuk 

mendukung penelitian mengenai integrasi teknologi maju dalam tata kelola pertanahan 

berkelanjutan dalam era Society 5.0. Proses ini menunjukkan metode sistematis dan 

komprehensif untuk memastikan hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang 

digunakan. 
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Studi ini menggunakan dua alat utama untuk analisis data bibliometrik, yaitu VOSviewer 

dan Bibliometrix R-Studio. VOSviewer digunakan untuk memvisualisasikan jaringan hubungan 

antar literatur, seperti peta kolaborasi penulis, kata kunci, dan hubungan antar artikel (Van 

Eck & Waltman, 2022). Alat ini memungkinkan penggambaran pola dan tren penelitian secara 

grafis, mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi klaster tematik serta hubungan antar 

konsep utama dalam literatur (Wong, 2018). Sementara itu, Bibliometrix R-Studio 

dimanfaatkan untuk analisis kuantitatif bibliometrik yang lebih mendalam. Alat ini 

mendukung berbagai fungsi analisis seperti co-word analysis, historiografi, dan evaluasi 

kinerja literatur (Arruda et al., 2022). Dengan menggunakan R-Studio, peneliti dapat 

memanfaatkan skrip analisis yang fleksibel untuk mengekstrak wawasan berbasis data yang 

komprehensif (Guleria & Kaur, 2021). Kombinasi kedua alat ini memastikan studi dapat 

mengintegrasikan analisis visual dan statistik secara menyeluruh, mendukung validitas dan 

keandalan hasil penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Statistik Deskriptif Metadata Literatur Ilmiah 

Statistik deskriptif metadata literatur ilmiah mencakup informasi utama (Main 

Information) seperti jumlah total dokumen, penulis, dan jurnal yang dianalisis (Haddow, 

2018). Elemen-elemen ini memberikan gambaran awal tentang cakupan data. Selain itu, 

analisis produksi ilmiah tahunan (Annual Scientific Production) menampilkan tren publikasi 

dari tahun ke tahun, menggambarkan perkembangan penelitian di bidang tertentu (Ahmad 

et al., 2019). Tren ini mengidentifikasi periode peningkatan atau penurunan produktivitas 

ilmiah serta menggambarkan pola kolaborasi atau kontribusi individual. Statistik ini penting 

untuk mengevaluasi perkembangan, fokus penelitian, dan dampak ilmiah secara keseluruhan 

dalam suatu bidang studi. 

Hasil analisis Main Information pada gambar 1 menunjukkan metadata artikel 

mencakup 414 sumber jurnal dengan tingkat pertumbuhan tahunan -7,42%, mengindikasikan 

tren menurun dalam publikasi. Metadata artikel memiliki rata-rata usia 2,23 tahun dan rata-

rata sitasi per dokumen sebesar 16,45, mencerminkan relevansi dan pengaruh yang 

signifikan.Total referensi yang digunakan mencapai 69.764, sementara jumlah kata kunci 

utama (Keyword Plus) dan kata kunci penulis masing-masing sebanyak 2.976 dan 3.161. 

Metadata artikel melibatkan 2.981 penulis, dengan rata-rata 4,04 penulis per dokumen, 

menunjukkan tingginya kolaborasi ilmiah. Dokumen yang ditulis oleh satu penulis berjumlah 

63, sementara kolaborasi internasional mencapai 32,16%. Data ini menunjukkan pentingnya 

kerja sama lintas negara dalam mendukung penerapan konsep Society 5.0 di sektor 

pertanahan nasional untuk pembangunan berkelanjutan. 

Namun, jika dilihat lebih dekat, kontribusi peneliti Indonesia dalam jejaring global masih 

relatif terbatas. Hal ini terlihat dari dominasi publikasi yang berpusat pada negara maju, 

sementara riset pertanahan Indonesia masih minim terepresentasi secara luas dalam 

kolaborasi dan sitasi internasional. Keterbatasan ini menandakan perlunya strategi penguatan 
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jejaring riset global, misalnya melalui kolaborasi multi-negara, publikasi pada jurnal 

bereputasi internasional, dan keterlibatan dalam forum akademik global. 

 
Gambar 1. Main Information Metadata Artikel Ilmiah 

Selanjutnya, hasil analisis Annual Scientific Publication pada gambar 2 menunjukkan 

peningkatan jumlah publikasi ilmiah secara signifikan dari tahun 2019 hingga mencapai 

puncaknya pada 2023 dengan lebih dari 300 artikel. Namun, pada 2024 dan 2025 terjadi 

penurunan tajam dalam jumlah artikel yang diterbitkan. Penurunan ini kemungkinan 

disebabkan oleh sedang berlangsungnya proses entry data publikasi ilmiah hingga riset ini 

berjalan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun topik Society 5.0 dalam tata kelola 

pertanahan menarik perhatian signifikan, ada tantangan dalam mempertahankan 

momentum penelitian. Hal ini mendorong perlunya strategi keberlanjutan untuk menjaga 

relevansi penelitian di masa depan. 

 
Gambar 2. Annual Scientific Publication 

Ditinjau secara tahunan, tren publikasi menunjukkan peningkatan konsisten sejak 2019 

hingga mencapai puncak pada 2023 dengan lebih dari 300 artikel, yang menandakan 

intensifikasi perhatian global terhadap integrasi teknologi maju dalam tata kelola pertanahan. 

Namun, penurunan tajam pada 2024 dan 2025 memperlihatkan adanya fluktuasi yang perlu 
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dicermati. Secara internasional, tren ini menunjukkan bahwa topik Society 5.0 masih relevan, 

tetapi memerlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga momentum riset. Bagi Indonesia, 

dinamika ini sangat penting karena kebutuhan akan modernisasi sistem pertanahan semakin 

mendesak seiring meningkatnya konflik agraria, urbanisasi cepat, dan tekanan perubahan 

iklim. Tren publikasi yang menurun berpotensi memperlambat transfer pengetahuan global 

yang diperlukan Indonesia untuk memperkuat kapasitas penelitian dan inovasi di sektor ini. 

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperluas partisipasi akademik melalui kolaborasi 

internasional, memperkuat jaringan publikasi, serta meningkatkan kontribusi riset yang 

secara langsung menyoroti konteks dan tantangan lokal agar urgensi transformasi digital 

dalam tata kelola tanah dapat terakomodasi dengan lebih efektif. 

Word Cloud 

Word Cloud dalam Bibliometrix adalah representasi visual dari kata-kata yang sering 

muncul dalam kumpulan data bibliografis, seperti judul artikel, abstrak, atau kata kunci 

(Mukherjee et al., 2022). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema atau topik yang 

dominan dalam penelitian. Kata-kata yang lebih sering muncul akan ditampilkan dengan 

ukuran lebih besar, memberikan gambaran intuitif tentang fokus penelitian dalam dataset. 

Dalam analisis bibliometrik, Word Cloud membantu peneliti dengan cepat memahami tren, 

mengidentifikasi istilah penting, dan menjelajahi hubungan antar konsep.  

Berdasarkan visualisasi Word Cloud dari analisis Bibliometrix pada gambar 3 

menunjukkan kata kunci yang dominan seperti "sustainable development," diikuti oleh 

istilah-istilah terkait seperti "sustainability," "decision making," "innovation," dan "climate 

change." Hal ini menunjukkan fokus utama penelitian pada pembangunan berkelanjutan 

sebagai kerangka kerja sentral. Istilah seperti "smart city," "digitization," dan "artificial 

intelligence" juga sering muncul, menyoroti peran teknologi cerdas dan digitalisasi dalam 

mendukung konsep Society 5.0. Selain itu, kata-kata seperti "energy efficiency," "supply 

chains," dan "urban planning" menunjukkan perhatian terhadap efisiensi sumber daya, 

logistik, dan pengelolaan perkotaan. Keterkaitan dengan isu global seperti perubahan iklim 

dan ekonomi berkelanjutan tercermin dalam kata-kata seperti "climate change" dan 

"economic development," yang memperkuat relevansi penelitian terhadap tantangan 

pembangunan modern. Visualisasi ini menggambarkan kompleksitas dan 

multidimensionalitas kajian ini. 

Meskipun Word Cloud memberikan gambaran awal yang intuitif mengenai tema 

dominan, teknik ini memiliki keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Visualisasi lebih 

menekankan pada frekuensi kemunculan kata daripada signifikansi konseptual atau 

hubungan mendalam antar topik. Akibatnya, istilah yang sering muncul bisa tampak dominan 

meski tidak selalu merepresentasikan gagasan inti atau kontribusi teoritis penting dalam 

literatur. Selain itu, Word Cloud cenderung mengabaikan konteks penggunaan kata, sehingga 

risiko interpretasi yang terlalu sederhana menjadi lebih besar. Oleh karena itu, analisis Word 

Cloud sebaiknya dilengkapi dengan metode lain seperti co-word analysis atau network 

mapping untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. 
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Gambar 3. Hasil Analisis Visualisasi Word Cloud 

Thematic Map 

Thematic Map dalam Bibliometrix adalah alat visual yang digunakan untuk menganalisis 

dan memetakan tema-tema penelitian berdasarkan kata kunci atau istilah yang sering muncul 

dalam dataset bibliografis (Dubey et al., 2023). Peta ini mengelompokkan tema ke dalam 

empat kuadran berdasarkan dua dimensi utama: centrality (relevansi tema dalam bidang 

penelitian) dan density (tingkat perkembangan tema). Kuadran tersebut meliputi motor 

themes (tema kuat dan sentral), niche themes (tema spesifik namun kurang relevan), 

emerging or declining themes (tema baru atau menurun), dan basic themes (tema dasar yang 

mendukung penelitian). Thematic Map membantu memahami struktur, tren, dan arah 

perkembangan penelitian dalam suatu bidang. 

Visualisasi Thematic Map pada gambar 4 menunjukkan pengelompokan tema-tema 

kunci terkait teknologi maju dalam Society 5.0 untuk tata kelola pertanahan nasional guna 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Diagram terdiri dari empat kuadran: 

1. Motor Themes: Tema seperti "sustainable development," "decision-making," dan 

"smart city" berada dalam kategori ini karena memiliki relevansi yang tinggi dan 

tingkat pengembangan yang kuat. Artinya, literatur secara konsisten menempatkan 

teknologi cerdas sebagai instrumen penting untuk mendorong tata kelola 

pertanahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada 

keberlanjutan. Dalam konteks kebijakan, temuan ini mengindikasikan bahwa arah 

pengembangan sistem pertanahan nasional akan semakin terintegrasi dengan 

kerangka kota pintar (smart city) dan agenda pembangunan berkelanjutan. 

2. Niche Themes: Tema seperti "economic and social effects," "economics," dan 

"energy efficiency" tergolong niche karena memiliki kedalaman analisis tinggi dalam 

literatur, tetapi kurang terhubung dengan tema utama lainnya. Secara konseptual, 

economic and social effects menunjukkan bahwa aspek dampak sosial-ekonomi 

dari implementasi teknologi dalam Society 5.0 memang telah dikaji, namun masih 

bersifat parsial dan tidak banyak diposisikan sebagai tema sentral. Implikasinya bagi 

kebijakan adalah perlunya mendorong integrasi dimensi sosial-ekonomi dalam 

strategi pembangunan berbasis teknologi. Jika tidak, ada risiko bahwa tata kelola 

pertanahan hanya difokuskan pada aspek teknis dan efisiensi, tanpa 
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memperhatikan distribusi manfaat, keadilan sosial, dan inklusi masyarakat. Dengan 

kata lain, temuan ini menjadi peringatan bahwa penguatan policy framework perlu 

dilakukan agar transformasi digital tidak menciptakan kesenjangan baru dalam 

pembangunan. 

3. Emerging or Declining Themes: Tema seperti "sustainability," "innovation," dan 

"digitization" berada di kuadran ini karena posisinya masih fluktuatif—ada yang 

berkembang pesat, namun ada juga yang menurun relevansinya. Misalnya, 

digitization menjadi fondasi awal transformasi Society 5.0, namun saat ini mulai 

digeser oleh terminologi yang lebih maju seperti AI-driven governance atau 

blockchain-based land management. Sementara itu, innovation dan sustainability 

terus menjadi arena eksplorasi untuk menemukan model tata kelola pertanahan 

yang adaptif. Bagi kebijakan, hal ini berarti penting untuk memantau 

perkembangan istilah dan pendekatan baru, agar regulasi tidak tertinggal dari 

dinamika teknologi. 

4. Basic Themes: Pada kuadran ini tidak ditemukan tema signifikan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penelitian terkait tata kelola pertanahan dalam era Society 

5.0 masih lebih terfokus pada topik strategis dan aplikatif ketimbang membangun 

landasan konseptual dasar. Implikasinya, masih terdapat ruang untuk 

mengembangkan teori atau kerangka konseptual yang lebih mapan, sehingga 

penelitian mendatang dapat menyediakan fondasi akademik yang kuat untuk 

kebijakan pertanahan berbasis teknologi maju. 

 
Gambar 4. Hasil Analisis Visualisasi Thematic Map 

Conceptual Structure Map 

Conceptual Structure Map dalam Bibliometrix adalah alat visual yang memetakan 

hubungan konseptual antar kata kunci atau istilah dalam dataset penelitian (Prathap, 2017). 

Analisis ini menggunakan pendekatan multivariat, seperti analisis faktor atau analisis 

korespondensi, untuk mengidentifikasi kelompok kata kunci yang sering muncul bersama. 

Hasilnya adalah peta dua dimensi yang menunjukkan kluster-konsep dan hubungan antar 



Alfarizi, Teknologi Maju Society 5.0 dalam Tata Kelola Pertanahan …  99 

 

kluster, memberikan wawasan tentang struktur konseptual bidang penelitian. Alat ini 

membantu peneliti memahami tema-tema utama, hubungan antar topik, dan pola kolaborasi 

konseptual dalam literatur. Conceptual Structure Map efektif untuk mengeksplorasi tren 

penelitian, mengidentifikasi area penting, dan mengarahkan studi ke arah tema yang relevan. 

Hasil analisis Conceptual Structure Map pada gambar 5 menggambarkan hubungan 

tematik antar-topik penelitian yang relevan dengan penerapan teknologi maju Society 5.0 

dalam tata kelola pertanahan nasional untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peta 

ini dibuat menggunakan metode Multiple Correspondence Analysis (MCA), yang 

mengidentifikasi dua dimensi konseptual utama. 

1. Dimensi Lingkungan dan Ekonomi: Tema seperti "environmental management," 

"energy efficiency," "economic development," dan "sustainable development" 

menggarisbawahi fokus pada integrasi antara pengelolaan sumber daya, efisiensi 

energi, dan dampak ekonomi untuk keberlanjutan. 

2. Dimensi Teknologi dan Inovasi: Tema seperti "technological development," 

"digitalization," "artificial intelligence," dan "internet of things" menunjukkan 

peran penting teknologi dalam meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan, 

dan tata kelola yang cerdas. 

3. Dimensi Keberlanjutan dan Sosial: Konsep seperti "climate change," "decision-

making," "land management," dan "stakeholder" mengindikasikan pentingnya 

pendekatan kolaboratif dan berbasis data dalam menyelesaikan tantangan 

keberlanjutan. 

Peta ini juga menunjukkan bahwa tema-tema seperti "urban development," "food 

security," dan "agriculture" memiliki relevansi lintas sektor, mencerminkan pentingnya 

pendekatan multidisiplin. Dengan menghubungkan teknologi dan keberlanjutan, studi ini 

memberikan wawasan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui 

inovasi dalam tata kelola pertanahan. 

 
Gambar 5. Hasil Analisis Visualisasi Conceptual Structure Map 
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Analisis Ko-Okurensi Kata Kunci 

Analisis ko-okurensi kata kunci dengan VOSViewer adalah teknik yang digunakan untuk 

memahami hubungan antara kata kunci yang sering muncul bersama dalam kumpulan data, 

seperti artikel ilmiah, laporan, atau publikasi lainnya (Lozano et al., 2019). Proses ini dimulai 

dengan mengimpor data bibliometrik dari database Scopus. Aplikasi ini kemudian 

mengidentifikasi kata kunci yang sering digunakan, menghitung frekuensi kemunculan, serta 

mengukur tingkat keterkaitannya berdasarkan kemunculan bersamaan dalam dokumen yang 

sama.Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk peta jaringan atau diagram kluster, di mana 

setiap node mewakili kata kunci, dan garis penghubung menunjukkan hubungan ko-okurensi. 

Kata kunci dengan hubungan kuat dikelompokkan ke dalam kluster yang merepresentasikan 

tema penelitian tertentu. Warna dan ukuran node mencerminkan tingkat keterkaitan dan 

frekuensinya. Analisis ini membantu peneliti mengidentifikasi tren penelitian, gap penelitian, 

serta area yang relevan untuk eksplorasi lebih lanjut. Analisis ko-okurensi kata kunci juga 

dapat menjadi landasan dalam Systematic Literature Review (SLR) dengan membantu peneliti 

mengidentifikasi topik utama, tema sentral, serta hubungan antar-konsep dalam literatur. 

Hasil visualisasi mempermudah seleksi artikel yang relevan, sehingga mendukung 

penyusunan kerangka teoritis dan penentuan fokus penelitian secara sistematis. 

 
Gambar 6. Hasil Analisis Visualisasi Co-Occurrence Keyword 

Visualisasi ko-okurensi kata kunci yang dihasilkan dari analisis menggunakan VOSViewer 

menunjukkan enam klaster utama yang saling terhubung pada gambar 6, masing-masing 

dengan fokus tematik tertentu terkait keberlanjutan dan tata kelola pertanahan berbasis 

teknologi. Klaster 1 (Merah) menyoroti pentingnya teknologi digital dan pertanian presisi 

dalam tata kelola sumber daya untuk keberlanjutan pangan dan energi. Kata kunci seperti 

precision agriculture, renewable energy, dan smart farming menunjukkan bagaimana 
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teknologi inovatif mendukung pengelolaan sumber daya secara efisien. Fokus klaster ini 

adalah pada implementasi teknologi untuk menjawab tantangan keberlanjutan di sektor 

pangan dan energi, sekaligus meningkatkan tata kelola pertanian berbasis digital.Klaster 2 

(Hijau) berpusat pada transformasi ekonomi digital dan ekonomi sirkular untuk optimalisasi 

manajemen lingkungan. Dengan adanya istilah seperti digital economy, green innovation, dan 

waste management, klaster ini menggarisbawahi peran teknologi dalam menciptakan 

ekonomi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbasis sirkular untuk mengurangi limbah 

sekaligus meningkatkan efisiensi energi. 

Klaster 3 (Biru Tua) mencakup penerapan teknologi Industri 4.0 dan inovasi kota cerdas. 

Kata kunci seperti smart city, artificial intelligence, dan industry 4.0 menggambarkan peran 

teknologi cerdas dalam mendukung tata kelola perkotaan yang berkelanjutan. Klaster ini 

berfokus pada bagaimana teknologi digital dan inovasi kota menciptakan lingkungan urban 

yang lebih inklusif dan efisien. Klaster 4 (Kuning) menghubungkan teknologi geospasial dan 

pembelajaran mesin dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kata kunci seperti GIS, 

machine learning, dan climate change menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan 

untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan lahan yang tanggap terhadap tantangan 

lingkungan. 

Klaster 5 (Ungu) menonjolkan inovasi manufaktur dan pemberdayaan ekonomi, dengan 

fokus pada pembangunan berbasis tata kelola pertanahan yang inklusif. Istilah seperti 

economic empowerment dan manufacturing innovation menunjukkan hubungan antara 

teknologi, inklusi ekonomi, dan pembangunan pasar global.Klaster 6 (Biru Muda) 

mengeksplorasi teknologi lanjutan seperti blockchain dan deep learning untuk pengelolaan 

rantai pasok dan pelestarian warisan budaya di wilayah perdesaan. Klaster ini menyoroti 

pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi teknologi dan pelestarian nilai-nilai 

lokal. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan tata kelola 

pertanahan modern sangat bergantung pada integrasi teknologi digital, inovasi, dan 

pendekatan multidisiplin untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, 

urbanisasi, dan ketahanan pangan. 

Telaah Literatur Klaster 1: Pemanfaatan Teknologi Digital dan Pertanian Presisi dalam Tata 

Kelola Sumber Daya Pertanahan untuk Keberlanjutan Pangan dan Energi 

Pemanfaatan teknologi digital dan pertanian presisi merupakan elemen kunci dalam 

mendukung tata kelola sumber daya pertanahan yang berkelanjutan. Teknologi digital seperti 

Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan pemantauan 

kondisi lahan secara real-time, prediksi cuaca, serta analisis kebutuhan tanaman secara presisi 

(Fróna & Szenderák, 2024). Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga 

mengurangi penggunaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida, sehingga dampak 

lingkungan dapat diminimalkan. Selain itu, pengambilan keputusan berbasis data membantu 

petani dan pemangku kepentingan mengelola risiko, meningkatkan produktivitas, serta 

mendukung upaya ketahanan pangan dan transisi energi menuju pembangunan 

berkelanjutan (Li et al., 2024). 
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Studi oleh Gao & He (2024) menekankan pentingnya penerapan sistem digital 

terintegrasi dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mengurangi dampak 

negatif perubahan iklim (Gao & He, 2024). Mereka menguraikan bahwa teknologi seperti 

sensor tanah, drone, dan analitik berbasis kecerdasan buatan (AI) mampu memberikan data 

mendalam tentang kondisi lahan, kebutuhan tanaman, dan potensi hasil panen. Teknologi ini 

memungkinkan pemantauan lahan secara real-time, optimalisasi penggunaan sumber daya 

seperti air dan pupuk, serta pengurangan limbah dan emisi gas rumah kaca. Misalnya, drone 

dapat digunakan untuk pemetaan lahan secara efisien, sedangkan AI membantu menganalisis 

pola pertumbuhan tanaman berdasarkan data cuaca dan kondisi tanah. Sejalan dengan itu, 

Cappellaro et al. (2022) menyoroti peran penting transisi energi terbarukan dalam 

mendukung keberlanjutan sistem pangan (Cappellaro et al., 2022). Mereka menunjukkan 

bahwa inovasi dalam energi terbarukan, seperti bioenergi yang terintegrasi dengan pertanian 

presisi, dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Bioenergi 

dari limbah pertanian, misalnya, tidak hanya menyediakan energi bersih tetapi juga 

mengurangi akumulasi limbah organik. Integrasi teknologi ini tidak hanya memperkuat 

ketahanan pangan tetapi juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim, menjadikannya 

komponen penting dalam strategi keberlanjutan global. Kombinasi teknologi digital dan 

energi terbarukan ini membuka jalan bagi sistem pangan yang lebih efisien, ramah 

lingkungan, dan berdaya saing tinggi. 

Pada sisi lain, sisi lain, Yu et al. (2024) menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi 

adopsi teknologi digital di sektor pertanian (Yu et al., 2024). Kendala utama yang ditemukan 

adalah tingginya biaya awal untuk implementasi teknologi seperti sensor tanah, drone, dan 

perangkat berbasis Internet of Things (IoT), serta kurangnya pelatihan dan pengetahuan 

teknis di kalangan petani. Namun, mereka menekankan bahwa hambatan ini dapat diatasi 

dengan dukungan kebijakan pemerintah yang proaktif, termasuk subsidi untuk perangkat 

teknologi, insentif fiskal, serta program pelatihan dan edukasi bagi petani. Selain itu, investasi 

dalam infrastruktur digital, seperti jaringan internet yang luas dan andal di pedesaan, sangat 

penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan adopsi teknologi ini. 

Snep et al. (2020) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis solusi alam (nature-based 

solutions) yang didukung oleh teknologi digital dalam meningkatkan ketahanan pangan 

perkotaan sekaligus mendukung tata kelola pertanahan yang berkelanjutan (Lee et al., 2023). 

Pendekatan ini melibatkan integrasi pertanian vertikal dengan sistem energi terbarukan, 

seperti panel surya atau bioenergi, untuk memproduksi pangan secara efisien di ruang 

perkotaan yang terbatas. Pertanian vertikal memungkinkan pemanfaatan ruang secara 

optimal, sementara teknologi digital seperti sensor lingkungan dan sistem otomatisasi 

mendukung pengelolaan air, nutrisi, dan energi secara efisien. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan produksi pangan tetapi juga mengurangi jejak ekologis di kawasan urban. 

Dalam transformasi tata kelola pertanahan secara lebih luas, Yan et al (2021) 

mengusulkan model 3D untuk administrasi lahan yang dirancang untuk meningkatkan 

efisiensi dalam perencanaan penggunaan ruang bawah tanah (Yan et al., 2021). Pendekatan 
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ini memungkinkan visualisasi ruang secara lebih komprehensif, memberikan solusi bagi 

pengelolaan infrastruktur seperti jalur transportasi, utilitas, hingga penyimpanan energi. 

Dengan memanfaatkan model ini, tata kelola lahan menjadi lebih presisi dan membantu 

mengurangi konflik penggunaan lahan, sehingga mendukung perencanaan berbasis data yang 

berkelanjutan. 

Xia et al (2022) memperkuat gagasan ini dengan menekankan pentingnya penerapan 

teknologi digital, seperti sistem informasi geografis (SIG) dan pemodelan 3D, dalam 

mengoptimalkan pemanfaatan ruang lahan (Xia et al., 2022). Teknologi ini memungkinkan 

analisis mendalam terhadap potensi lahan, khususnya untuk mendukung kegiatan 

agrikultural dan energi. Dengan demikian, lahan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk 

mendukung ketahanan pangan serta transisi energi menuju sumber energi terbarukan. 

Nzyoka et al. (2021) menyoroti pentingnya desain berkelanjutan dalam pengelolaan lahan 

(Nzyoka et al., 2021). Faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi kunci dalam 

memastikan pengembangan sistem tata kelola lahan yang efisien dan adaptif terhadap 

tantangan global, seperti perubahan iklim dan kebutuhan populasi yang terus meningkat. 

Sementara itu, Huan & Zhu (2023) menggarisbawahi peran penting pengembangan 

modal manusia dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan pemanfaatan lahan (Huan & 

Zhu, 2023). Pendidikan dan pelatihan yang memadai memungkinkan petani dan pemangku 

kepentingan untuk memahami teknologi modern dan memanfaatkannya secara efektif. 

Dengan peningkatan kapasitas ini, mereka dapat mengelola sumber daya lahan secara lebih 

efisien, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem. Kombinasi 

teknologi, desain berkelanjutan, dan pengembangan manusia menjadi elemen integral dalam 

tata kelola pertanahan yang holistik. 

Telaah Literatur Klaster 2: Transformasi Ekonomi Digital dan Ekonomi Sirkular: Optimalisasi 

Manajemen Lingkungan dalam Tata Kelola Pertanahan 

Transformasi ekonomi digital dan ekonomi sirkular telah menjadi topik utama dalam 

diskusi global terkait pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks tata kelola 

pertanahan, integrasi teknologi digital dengan prinsip ekonomi sirkular menawarkan 

pendekatan inovatif yang lebih efisien dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Literasi 

dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat membantu 

optimalisasi sumber daya lahan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan, serta mendukung 

pengurangan limbah (Pak et al., 2023; Zeng et al., 2024). Dengan penerapan prinsip ekonomi 

sirkular yang menekankan daur ulang dan keberlanjutan, integrasi ini tidak hanya mendukung 

pelestarian lingkungan tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berdaya tahan. 

Digitalisasi memainkan peran krusial dalam menciptakan efisiensi dan keberlanjutan 

dalam tata kelola sumber daya pertanahan. Berbagai literatur menunjukkan bagaimana 

teknologi digital, seperti big data dan Internet of Things (IoT), memungkinkan pemantauan 

serta pengelolaan sumber daya alam secara real-time, sehingga mendukung pengambilan 

keputusan berbasis data yang lebih efektif. Zhao et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan 
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digital finance tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik, tetapi juga 

memperkuat efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon, yang relevan dengan tata kelola 

lahan dalam konteks perubahan iklim (Zhao et al., 2024).  Teknologi inovatif, seperti machine 

learning dan blockchain, juga menjadi katalis dalam transformasi tata kelola pertanahan. 

Blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk menciptakan transparansi dalam pencatatan 

kepemilikan lahan, mencegah konflik agraria, dan meminimalkan praktik korupsi (Aborujilah 

et al., 2021). Sementara itu, Jin et al. (2024) membahas solusi berbasis pembelajaran mesin 

untuk mendesain ulang sistem lingkungan perkotaan, yang dapat diterapkan pada 

perencanaan tata ruang berbasis lahan guna mengoptimalkan penggunaan lahan secara 

berkelanjutan (Jin et al., 2023). Teknologi ini dapat memprediksi dampak penggunaan lahan 

tertentu terhadap lingkungan dan memberikan rekomendasi yang lebih adaptif. Selain itu, Cai 

et al. (2024) menyoroti pentingnya kebijakan keuangan hijau dalam mendukung pengurangan 

emisi karbon di sektor korporasi (Cai et al., 2024). Pendekatan ini relevan untuk tata kelola 

pertanahan, khususnya dalam mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan dan 

penggunaan energi terbarukan di wilayah pedesaan. Dengan pembiayaan hijau, pemerintah 

dan sektor swasta dapat berkolaborasi untuk menginvestasikan teknologi ramah lingkungan 

yang mendukung efisiensi sumber daya lahan. Studi-studi ini menegaskan bahwa integrasi 

teknologi digital dengan kebijakan strategis memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

efisiensi, ketahanan, dan keberlanjutan dalam tata kelola sumber daya pertanahan. Hal ini 

menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global, termasuk ketahanan pangan, mitigasi 

perubahan iklim, dan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

Ekonomi sirkular menjadi paradigma penting dalam pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan limbah, daur ulang, dan optimalisasi 

penggunaan sumber daya. Dalam studi lahan sistem agri-food, Arru et al. (2022) menekankan 

pentingnya penerapan pendekatan sirkular untuk mengurangi limbah pangan, termasuk 

melalui inovasi dalam rantai pasok dan teknologi pengolahan limbah (Arru et al., 2022). 

Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk sektor pangan tetapi juga untuk sektor lainnya, 

seperti tata kelola pertanahan. Tata kelola pertanahan yang efisien memegang peranan kunci 

dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Fan et al. (2020) menggarisbawahi perlunya 

pendekatan holistik dalam mengatasi dilema energi, termasuk integrasi teknologi hijau, yang 

juga dapat diterapkan pada pengelolaan sumber daya tanah (X. Fan et al., 2020). Dalam 

konteks ini, digitalisasi menjadi alat strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan 

pengelolaan tanah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pemetaan berbasis 

drone, sistem informasi geografis (GIS), dan blockchain, pemerintah dapat memastikan 

transparansi, akurasi data, dan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan (Qu et al., 

2023; Tuleyeva et al., 2024). Metelenko et al. (2025) mengusulkan kerangka kerja integratif 

untuk menggabungkan teknologi lingkungan dalam perencanaan wilayah (Kane et al., 2024). 

Pendekatan ini sangat relevan dengan prinsip ekonomi sirkular, yang menitikberatkan pada 

pengurangan limbah dan penggunaan kembali sumber daya. Dalam konteks nasional, 

integrasi teknologi maju dalam tata kelola pertanahan dapat mencakup pemanfaatan data 
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real-time untuk pemantauan penggunaan lahan, optimalisasi fungsi lahan, serta peningkatan 

produktivitas pertanian (Home, 2021). Dengan demikian, konsep ekonomi sirkular dapat 

diterapkan secara luas untuk memastikan bahwa sumber daya tanah dikelola secara optimal, 

mendukung kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi 

mendatang. 

Telaah Literatur Klaster 3: Penerapan Teknologi Industri 4.0 dan Inovasi Kota Cerdas dalam 

Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan Berbasis Keberlanjutan 

Penerapan teknologi Industri 4.0 dan inovasi kota cerdas (smart city) memainkan peran 

yang sangat penting dalam mendorong tata kelola pertanahan yang berkelanjutan. Penelitian 

yang ada menunjukkan bagaimana teknologi canggih, seperti Internet of Things (IoT), 

Kecerdasan Buatan (AI), Big Data, dan teknologi berbasis data lainnya, dapat digunakan untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya tanah (Azadi et al., 2023; Choi, 2020). 

Teknologi ini memungkinkan pemantauan real-time, pengolahan data besar untuk analisis 

keputusan, serta otomatisasi dalam proses perencanaan dan pemanfaatan lahan. Konsep 

keberlanjutan dalam kota cerdas juga mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan, yang membantu menciptakan solusi yang lebih efisien dan ramah lingkungan 

dalam tata kelola pertanahan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. 

Menurut Bennet et al. (2024), digitalisasi sistem pertanahan melalui penggunaan data 

besar memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat (Bennett et al., 

2019). Teknologi seperti Digital Twin telah digunakan untuk simulasi ruang guna mendukung 

perencanaan penggunaan lahan secara efisien (Park et al., 2023). Selain itu, penerapan sistem 

pengenalan gambar untuk pemetaan wilayah menunjukkan potensi besar dalam 

mempercepat proses pengelolaan dan monitoring tanah (F. Dai, 2022). Kota cerdas, sebagai 

implementasi nyata dari teknologi Industri 4.0, memainkan peran penting dalam mendukung 

keberlanjutan tata kelola pertanahan. Penelitian oleh Dou et al (2021) menunjukkan 

bagaimana pengelolaan ruang bawah tanah secara 3D dapat membantu mengoptimalkan 

penggunaan ruang perkotaan (Dou et al., 2021). Strategi kota cerdas berbasis data juga telah 

diidentifikasi sebagai metode penting untuk meningkatkan efisiensi tata kelola lahan 

perkotaan (Liu et al., 2023). 

Di sisi lain, faktor keberlanjutan dalam inovasi teknologi juga menjadi perhatian. 

Implementasi teknologi hijau untuk mendukung energi terbarukan dalam manajemen kota 

cerdas telah diusulkan oleh beberapa studi (Firoozi et al., 2024; Guler, 2024). Hal ini relevan 

dalam menghadapi tantangan urbanisasi yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim 

dan keterbatasan sumber daya alam (Kwilinski et al., 2023). Selain itu, peran masyarakat 

dalam mendukung keberlanjutan tata kelola tanah juga tidak dapat diabaikan. Inisiatif 

partisipasi warga melalui aplikasi berbasis digital menunjukkan potensi dalam meningkatkan 

transparansi dan keterlibatan publik (Cong et al., 2023; P. Fan, 2024). Studi ini 

memperlihatkan bagaimana teknologi dapat memberdayakan warga untuk terlibat dalam 

proses pengambilan keputusan terkait tata kelola lahan. 
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Telaah Literatur Klaster 4: Integrasi Teknologi Geospasial dan Pembelajaran Mesin dalam 

Perencanaan dan Pengelolaan Lahan untuk Menghadapi Perubahan Iklim 

Integrasi teknologi geospasial dan pembelajaran mesin telah menjadi pendekatan yang 

semakin signifikan dalam perencanaan serta tata kelola pertanahan nasional. Pendekatan ini 

tidak hanya relevan dalam mendukung pengelolaan lahan yang efisien tetapi juga dalam 

menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian kompleks. Teknologi geospasial 

memungkinkan visualisasi dan analisis spasial yang mendalam (Manakane et al., 2023), 

sementara pembelajaran mesin memberikan kemampuan untuk mengolah data secara 

efisien dan menghasilkan prediksi akurat terkait dampak perubahan iklim di berbagai skala 

geografis (Amnuaylojaroen, 2023). Kombinasi ini berpotensi meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan, memperkuat kebijakan pertanahan, dan mendukung keberlanjutan 

pembangunan nasional. 

Studi terbaru menyoroti pemanfaatan citra penginderaan jauh (remote sensing) yang 

dikombinasikan dengan algoritma pembelajaran mesin untuk memantau perubahan 

penggunaan dan tutupan lahan (LULC) (Kaldybekov et al., 2020). Pendekatan ini tidak hanya 

mampu mengidentifikasi pola perubahan yang kompleks tetapi juga memberikan informasi 

penting yang mendukung kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dalam tata kelola 

pertanahan nasional, teknologi ini berperan penting dalam pengawasan lahan secara real-

time, mendukung efisiensi pendaftaran tanah, serta mencegah tumpang tindih klaim 

kepemilikan (X. Zhang et al., 2023). Di kawasan perkotaan, strategi ini dioptimalkan melalui 

analisis big data dan pengembangan model digital twin untuk perencanaan tata kota yang 

berkelanjutan (Balas et al., 2021). 

Selain itu, integrasi SIG dengan algoritma pembelajaran mesin telah menghadirkan 

peluang baru dalam tata kelola pertanahan nasional, khususnya untuk analisis risiko yang 

lebih akurat terkait bencana alam, seperti banjir, erosi, dan longsor (Youssef et al., 2023). 

Bencana-bencana ini sering kali dipicu oleh dampak perubahan iklim yang semakin signifikan. 

Teknologi ini memungkinkan pengolahan data historis dan real-time untuk memetakan area 

rawan bencana secara lebih detail, sehingga mendukung perencanaan penggunaan lahan 

yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan lingkungan (Opitz et al., 2023). Dengan 

pendekatan ini, tata kelola pertanahan dapat lebih responsif dalam menghadapi risiko 

bencana sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.  

Sementara itu, studi lain menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi geospasial 

untuk pelestarian keanekaragaman hayati di kawasan yang rentan terhadap perubahan iklim, 

seperti padang rumput dan hutan tropis. Pendekatan ini menggabungkan analisis spasial 

dengan model ekosistem untuk mengevaluasi dampak perubahan penggunaan lahan 

terhadap biodiversitas (Soubry et al., 2021). Namun, tantangan utama dalam penerapan 

teknologi ini adalah ketersediaan data berkualitas tinggi dan interoperabilitas antar sistem. 

Pengembangan metode yang lebih canggih, seperti hybrid machine learning, telah diusulkan 

untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan kombinasi algoritma untuk pengolahan 

data besar secara lebih efisien (Ding et al., 2022). Pada tingkat kebijakan, teknologi geospasial 
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dan pembelajaran mesin telah membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam 

pengambilan keputusan berbasis bukti (Chanie Haile et al., 2024). Transformasi digital dalam 

administrasi lahan juga memainkan peran penting dalam menciptakan sistem manajemen 

lahan yang transparan dan efisien, yang relevan untuk mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan (Andreeva et al., 2022). 

Telaah Literatur Klaster 5: Inovasi Manufaktur dan Pemberdayaan Ekonomi untuk 

Mendukung Pembangunan Berbasis Tata Kelola Pertanahan yang Inklusif 

Pembangunan berbasis tata kelola pertanahan yang inklusif merupakan komponen 

penting dalam mencapai keberlanjutan ekonomi. Inovasi manufaktur dan pemberdayaan 

ekonomi telah terbukti menjadi faktor kunci dalam mendukung tujuan ini. Penelitian 

menunjukkan bahwa inovasi dalam manufaktur tidak hanya meningkatkan produktivitas 

melalui efisiensi yang lebih tinggi dan pengurangan biaya produksi, tetapi juga menciptakan 

peluang ekonomi baru yang inklusif (Cao et al., 2021). Inovasi ini mampu mempercepat 

perkembangan sektor industri dengan menghasilkan teknologi baru yang ramah lingkungan 

dan hemat sumber daya. Dampaknya tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga terkait erat 

dengan tata kelola pertanahan. Pengembangan kawasan industri berbasis teknologi 

membutuhkan perencanaan tata ruang yang terintegrasi, efisiensi penggunaan lahan, serta 

kolaborasi dengan sektor pertanian dan perkotaan untuk mencegah konflik kepentingan, 

sehingga menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan 

(Andreeva et al., 2022). 

Pendekatan multi-kriteria dalam pengelolaan manufaktur memperlihatkan potensi 

besar untuk mengatasi tantangan global, seperti ketahanan energi dan efisiensi sumber daya, 

yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Mohsin & Jamaani, 2023). 

Misalnya, penelitian tentang hubungan antara efisiensi energi dan inovasi teknologi di sektor 

manufaktur menunjukkan bahwa investasi pada mesin cerdas dapat meningkatkan daya saing 

global (Bulińska-Stangrecka & Bagieńska, 2021). Pendekatan ini memungkinkan integrasi 

berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti teknologi, lingkungan, dan sosial, untuk 

menciptakan strategi yang berkelanjutan. Konsep ini juga relevan dalam tata kelola 

pertanahan, di mana penggunaan lahan yang efisien, perencanaan berbasis data, dan 

pengelolaan sumber daya yang adil dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan 

kelestarian lingkungan. Dengan demikian, integrasi antara sektor manufaktur dan tata kelola 

pertanahan dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan. 

Akses yang adil terhadap teknologi dan pasar global menjadi elemen kunci dalam 

pemberdayaan ekonomi (Mondal et al., 2023). Teknologi keuangan (FinTech) muncul sebagai 

katalis utama yang mendukung inklusivitas ekonomi melalui integrasi platform digital (Feng 

et al., 2024). Platform ini membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) 

untuk terhubung ke rantai nilai global, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan 

daya saing mereka. Keterkaitan dengan tata kelola pertanahan terletak pada peran teknologi 

digital dalam memastikan kepastian hukum dan akses terhadap aset. Reformasi tata kelola 

pertanahan berbasis teknologi, seperti blockchain untuk pencatatan tanah, memungkinkan 
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masyarakat kecil mendapatkan jaminan hak atas tanah mereka. Hal ini memperkuat 

kemampuan mereka untuk mengakses modal, karena tanah sering kali menjadi aset utama 

yang digunakan sebagai agunan. Dengan integrasi FinTech dan tata kelola pertanahan yang 

baik, pengusaha kecil dapat memanfaatkan peluang global sekaligus memperkuat ekonomi 

lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 

Berbagai literatur menyoroti pentingnya inovasi berbasis inklusi dalam mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan, termasuk integrasi keuangan hijau dan teknologi pintar. 

Penerapan keuangan hijau memungkinkan pendanaan proyek-proyek yang ramah 

lingkungan, sedangkan teknologi pintar, seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan 

buatan, membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola sumber daya, 

termasuk pertanahan (Zhen & Rahman, 2024). Strategi ekonomi hijau di Asia Pasifik, seperti 

penerapan teknologi manufaktur cerdas, memberikan kontribusi signifikan terhadap 

keberlanjutan ekonomi regional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, transformasi 

digital memiliki peran penting dalam meningkatkan tata kelola pertanahan. Digitalisasi dapat 

mengatasi berbagai tantangan seperti konflik lahan, korupsi, dan ketidakpastian hukum, 

dengan menyediakan data yang akurat dan mudah diakses. Misalnya, pemanfaatan teknologi 

drone untuk pemetaan lahan atau blockchain untuk sertifikasi tanah dapat meningkatkan 

efisiensi, keadilan, dan transparansi (J. Zhang et al., 2023). Hal ini mendukung pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan melalui pengelolaan lahan yang lebih efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

Telaah Literatur Klaster 6: Pemanfaatan Blockchain dan Teknologi Lanjutan untuk 

Pengelolaan Rantai Pasok dan Pelestarian Geologi Wilayah Perdesaan 

Kemajuan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong penerapan 

inovasi seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan deep learning dalam berbagai sektor, 

termasuk pengelolaan rantai pasok dan pelestarian sumber daya perdesaan. Telaah ini 

mengidentifikasi kontribusi utama dari penelitian-penelitian terkait untuk memahami 

pemanfaatan teknologi dalam isu geologi wilayah perdesaan. 

Blockchain telah diterapkan secara luas untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 

akuntabilitas dalam rantai pasok. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa blockchain 

dapat digunakan untuk melacak asal-usul produk secara real-time (Rashid et al., 2025). 

Teknologi ini memungkinkan konsumen memahami sumber bahan baku dan proses 

produksinya, mendukung keberlanjutan serta kepercayaan terhadap produk. Dalam sektor 

agrikultur, blockchain berperan penting dalam mengurangi limbah dan meningkatkan 

manajemen sumber daya (Thakur et al., 2020). Dalam tata kelola pertanahan nasional, 

blockchain berpotensi meningkatkan efisiensi dan integritas administrasi pertanahan. Dengan 

menyimpan data kepemilikan tanah dalam sistem yang aman dan transparan, blockchain 

membantu mengurangi sengketa agraria, meningkatkan kepercayaan publik, serta 

mendukung program digitalisasi pertanahan nasional. Selain itu, teknologi ini mempermudah 

integrasi data lintas sektor, seperti penggunaan tanah untuk agrikultur berkelanjutan, 

pembangunan infrastruktur hijau, dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Transformasi 
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ini sejalan dengan konsep Society 5.0 yang mengutamakan teknologi canggih untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 

Deep learning, sebagai bagian dari AI, telah digunakan untuk meningkatkan prediksi dan 

analisis dalam pengelolaan rantai pasok. Sistem berbasis deep learning mampu memproses 

data besar untuk mengidentifikasi pola yang relevan dalam manajemen logistik (Patel et al., 

2023). Teknologi ini juga digunakan untuk mendukung deteksi dini perubahan lingkungan, 

seperti kebakaran lahan yang memengaruhi sumber daya perdesaan (Z. Fan et al., 2023). Pada 

isu tata kelola pertanahan nasional, teknologi deep learning dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan akurasi pemetaan lahan, mendeteksi konflik kepemilikan tanah, dan 

mengoptimalkan perencanaan penggunaan lahan berbasis data real-time. Dengan integrasi 

teknologi ini, pemerintah dapat mempercepat digitalisasi dokumen pertanahan, memantau 

perubahan tutupan lahan secara lebih efektif, dan mendukung kebijakan pembangunan 

berkelanjutan. Selain itu, kemampuan analitik dari deep learning dapat memberikan 

wawasan prediktif yang mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama dalam 

mitigasi risiko lingkungan dan optimalisasi pemanfaatan tanah. 

Pelestarian warisan budaya dan geologi di wilayah perdesaan mendapat manfaat 

signifikan dari penerapan teknologi blockchain dan deep learning. Blockchain digunakan 

untuk menyimpan data warisan budaya secara aman, mencegah pemalsuan informasi, dan 

memastikan keterlacakan yang transparan (Vacchio & Bifulco, 2022). Teknologi ini juga dapat 

mendukung pengelolaan informasi geologi, menjaga keakuratan data, dan mendorong 

efisiensi dalam pelestarian sumber daya alam. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola 

pertanahan nasional, blockchain berperan dalam pencatatan hak atas tanah secara digital 

yang aman dan tidak dapat diubah, mengurangi konflik agraria, serta mendukung pelestarian 

lahan yang memiliki nilai budaya atau geologi. Deep learning turut membantu melalui analisis 

prediktif terhadap data geospasial, mempercepat proses pengambilan keputusan yang 

berbasis bukti. Pendekatan ini mendorong pembangunan berkelanjutan yang 

mengintegrasikan nilai budaya, ekologi, dan ekonomi secara seimbang. 

Implikasi Praktis Strategi Bagi Tata Kelola Pertanahan Indonesia 

Telaah literatur dari berbagai klaster memberikan landasan untuk menyusun implikasi 

praktis strategi tata kelola pertanahan di Indonesia. Pertama, digitalisasi harus menjadi 

prioritas utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pertanahan. 

Teknologi seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan blockchain 

memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time, pengelolaan data berbasis bukti, 

dan pencegahan konflik agraria. Pemerintah perlu mempercepat pengembangan 

infrastruktur digital, khususnya di wilayah pedesaan, untuk mendukung implementasi 

teknologi ini, termasuk menyediakan subsidi dan pelatihan untuk meningkatkan adopsi oleh 

masyarakat. Kedua, integrasi ekonomi digital dan prinsip ekonomi sirkular menjadi peluang 

besar untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya lahan. Prinsip daur ulang dan 

pemanfaatan kembali sumber daya dalam sektor agrikultur dapat mengurangi limbah, 

meningkatkan efisiensi, dan mendorong keberlanjutan. Kolaborasi antara sektor publik dan 
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swasta diperlukan untuk mengembangkan inovasi seperti bioenergi dari limbah pertanian 

yang tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendorong transisi energi bersih. 

Ketiga, pendekatan berbasis teknologi geospasial dan pembelajaran mesin dapat 

meningkatkan akurasi perencanaan tata ruang dan mitigasi risiko bencana. Dengan 

memanfaatkan citra pengindraan jauh dan analitik big data, pemerintah dapat memetakan 

potensi dan risiko penggunaan lahan dengan lebih presisi, mendukung kebijakan yang adaptif 

terhadap perubahan iklim. Selain itu, pemodelan 3D dan sistem informasi geografis (GIS) 

harus diterapkan dalam perencanaan perkotaan dan pedesaan untuk meminimalkan konflik 

penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang. Keempat, inovasi 

manufaktur yang terintegrasi dengan tata kelola pertanahan menjadi katalis untuk 

menciptakan pembangunan berbasis inklusi. Pengembangan kawasan industri ramah 

lingkungan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara produktivitas dan kelestarian 

lingkungan. Dengan memastikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan melalui teknologi 

blockchain, akses masyarakat kecil terhadap modal dapat diperluas, mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Kelima, transformasi keuangan hijau memainkan peran penting dalam mendukung tata 

kelola pertanahan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat mendorong investasi dalam 

teknologi ramah lingkungan melalui insentif fiskal, sementara sektor swasta didorong untuk 

berkolaborasi dalam pengembangan proyek-proyek keberlanjutan. Kombinasi ini dapat 

memperkuat transisi menuju penggunaan energi terbarukan dalam pertanian dan 

pembangunan infrastruktur hijau. Keenam, inovasi dalam kota cerdas harus 

mengintegrasikan teknologi digital untuk mendukung keberlanjutan tata kelola pertanahan. 

Penggunaan teknologi seperti Digital Twin dan otomatisasi berbasis AI dapat mempercepat 

proses perencanaan dan monitoring lahan perkotaan. Selain itu, pelibatan masyarakat 

melalui aplikasi digital dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam 

pengelolaan lahan. 

Secara keseluruhan, tata kelola pertanahan di Indonesia memerlukan pendekatan 

holistik yang menggabungkan teknologi maju, kebijakan strategis, dan pemberdayaan 

masyarakat. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga 

mendukung keberlanjutan ekosistem dan pembangunan yang inklusif. Dengan implementasi 

yang tepat, Indonesia dapat menciptakan tata kelola pertanahan yang adaptif, inovatif, dan 

berkelanjutan untuk menghadapi tantangan global. 

 

Kesimpulan 

Implementasi teknologi maju, seperti IoT, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan 

digitalisasi, memainkan peran kunci dalam mendukung tata kelola pertanahan nasional yang 

efisien, transparan, dan berkelanjutan. Kontribusi orisinal dari penelitian ini terletak pada 

sintesis pertama yang secara eksplisit menghubungkan konsep Society 5.0 dengan tata kelola 

pertanahan di Indonesia melalui pendekatan bibliometrik yang dipadukan dengan kajian 

literatur. Analisis metadata menunjukkan tren publikasi yang meningkat pesat hingga 2023, 
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meskipun menurun pada 2024–2025, yang mencerminkan pentingnya strategi keberlanjutan 

untuk mempertahankan momentum penelitian Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa 

penelitian dalam bidang tata kelola pertanahan memprioritaskan tema pembangunan 

berkelanjutan, inovasi teknologi, dan mitigasi perubahan iklim. Temuan menunjukkan bahwa 

tema utama yang dominan adalah pembangunan berkelanjutan, pengambilan keputusan 

berbasis data, dan digitalisasi, yang diperkaya dengan teknologi seperti Internet of Things 

(IoT), kecerdasan buatan (AI), dan blockchain. Teknologi digital menjadi elemen sentral dalam 

meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, meminimalkan konflik, dan mendorong partisipasi 

publik. Hasil analisis tematik memetakan empat dimensi utama: lingkungan dan ekonomi, 

teknologi dan inovasi, keberlanjutan sosial, serta keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. 

Integrasi teknologi geospasial, pembelajaran mesin, dan teknologi digital lainnya mendukung 

efisiensi dalam pemetaan lahan, pengambilan keputusan, dan mitigasi risiko bencana. Selain 

itu, penerapan ekonomi sirkular dan energi terbarukan, seperti bioenergi dari limbah 

pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan keberlanjutan energi. Teknologi blockchain 

berperan penting dalam menciptakan transparansi dan efisiensi dalam tata kelola 

pertanahan. Sistem ini memungkinkan pencatatan kepemilikan lahan yang aman, mencegah 

konflik agraria, dan meningkatkan akses ke pembiayaan melalui jaminan aset tanah. Selain 

itu, pendekatan digital seperti drone, sistem informasi geografis (GIS), dan model 3D 

mengoptimalkan perencanaan ruang dan mitigasi konflik penggunaan lahan. Terdapat 

urgensi inovasi manufaktur dan pemberdayaan ekonomi dalam mendukung tata kelola lahan 

yang inklusif. Pendekatan ini relevan untuk memadukan inklusi ekonomi dengan 

keberlanjutan lingkungan. Integrasi teknologi maju dalam tata kelola pertanahan nasional 

sangat krusial untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Digitalisasi, inovasi teknologi, 

dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi prioritas strategis. Pemerintah dan pemangku 

kepentingan perlu memastikan adopsi teknologi yang inklusif, mengatasi hambatan biaya, 

dan mempercepat pengembangan infrastruktur digital.  

Penelitian ini menggunakan analisis bibliometrik dan kajian literatur untuk 

mengeksplorasi penerapan Society 5.0 dalam tata kelola pertanahan nasional guna 

mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, terdapat beberapa keterbatasan. 

Pertama, data bibliometrik yang digunakan terbatas pada sumber yang tersedia di basis data 

tertentu, sehingga hasilnya mungkin tidak mencakup semua literatur yang relevan. Kedua, 

analisis bersifat deskriptif dan tidak mencakup validasi empiris, seperti studi kasus atau 

wawancara dengan pemangku kepentingan. Ketiga, penelitian ini belum mendalam dalam 

mengidentifikasi kendala lokal yang spesifik terhadap adopsi teknologi, seperti tantangan 

sosial, budaya, atau infrastruktur di Indonesia. Akhirnya, model implementasi yang diusulkan 

lebih bersifat konseptual dan memerlukan uji coba praktis untuk memastikan efektivitasnya 

dalam konteks nyata. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi empiris dengan 

pendekatan multidisiplin, seperti analisis dampak sosial-ekonomi atau evaluasi kebijakan 

berbasis teknologi pada tata kelola pertanahan. Studi lapangan di berbagai wilayah Indonesia 

diperlukan untuk mengeksplorasi kendala lokal dan strategi adaptasi yang efektif. Selain itu, 
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pengembangan model simulasi atau pemodelan 3D yang terintegrasi dengan teknologi 

geospasial dan pembelajaran mesin dapat memperkaya analisis tata kelola lahan. Penelitian 

di masa depan juga sebaiknya mengeksplorasi pengaruh transformasi digital terhadap 

inklusivitas masyarakat pedesaan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan mitigasi 

perubahan iklim. Pendekatan kolaboratif dengan sektor publik, swasta, dan masyarakat akan 

meningkatkan relevansi dan keberlanjutan penelitian ini. 
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